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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, aspek dan unsur dari fungsi administrasi secara luas dikemukakan dalam bahasan di bawah ini.
2.1.1 Hasil Penelitian Usman (2011) 
Hasil penelitiannya pada Dinas Pendidikan Kota Banjar  bahwa : kinerja pegawai dipengaruhi oleh dimensi-dimensi implementasi penempatan pegawai yang terbangun dari dimensi prestasi akademis, pengalaman, kesehatan fisik dan mental dan dimensi persyaratan jabatan. Sedangkan secara simultan/bersama, kinerja pegawai dipengaruhi oleh optimalisasi nilai pengaruh secara bersama-sama dari variabel penempatan pegawai. Adapun besaran pengaruh implementasi penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjar adalah 74,6% sedangkan faktor lain yang tidak diteliti (epsilon) sebesar 25,4%. 

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa : Dinas Pendidikan Kota Banjar lebih konsisten dalam menterjemahkan kebijakan penempatan pegawai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar indikasi adanya  penilaian ‘like and dislike’ dari sebagian pegawai dapat dieleminir. Disamping itu perlu melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai yang lebih intensif dan sistematik dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga diharapkan tercipta kondisi aparat yang profesional dan mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dengan demikian, mereka diharapkan pula dapat meningkatkan kinerjanya.

Relevansi dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian Usman meneliti tentang implementasi penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai, hal ini dijadikan referensi untuk pengembangan penulisan penulis. Walaupun ada kesamaan variabel yang diteliti mengenai implementasi penempatan pegawai dan kinerja pegawai akan tetapi teori yang digunakan dengan penulis berbeda, oleh karena itu penelitian yang dilakukan penulis masih bersifat original.
2.1.2 Hasil Penelitian Erni (2007) 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Kinerja Pegawai di Lingkungan Bidang Pengembangan Sistem Diklat rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor penempatan pegawai yang belum dilaksanakan oleh pimpinan secara optimal. 

Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu dengan mendeskripsikan masing-masing variabel serta menguji kedua variabel dengan pendekatan kuantitatif (statistik) yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan teori serta masalah yang ada untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian yang didasarkan hipotesis bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh optimalisasi nilai pengaruh secara bersama-sama dari variabel penempatan pegawai. Adapun besaran pengaruh implementasi penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai di Lingkungan Bidang Pengembangan Sistem Diklat adalah 76,7% sedangkan faktor lain yang tidak diteliti (epsilon) sebesar 23,3%.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Bidang Pengembangan Sistem Diklat lebih konsisten dalam menterjemahkan penempatan pegawai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar indikasi adanya  penilaian ‘like and dislike’ dari sebagian pegawai dapat dieleminir. Disamping itu perlu melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai yang lebih intensif dan sistematik dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga diharapkan tercipta kondisi aparat yang profesional dan mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dengan demikian, mereka diharapkan pula dapat meningkatkan kinerjanya.

Relevansi dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian Erni meneliti tentang penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai, hal ini dijadikan referensi untuk pengembangan penulisan penulis. Walaupun ada kesamaan variabel yang diteliti mengenai penempatan pegawai dan kinerja pegawai akan tetapi teori yang digunakan dengan penulis berbeda, oleh karena itu penelitian yang dilakukan penulis masih bersifat original. 
2.2 Lingkup Administrasi Publik,  Kebijakan Publik, Administrasi

      Kepegawaian dan Penempatan Pegawai 
2.2.1 Lingkup Administrasi Publik

Istilah administrasi berhubungan dengan proses kerjasama dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, kodratnya manusia sebagai makhluk sosial sating membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material (kebutuhan fisik) maupun immaterial (kebutuhan biologis dan psikologis). Mengingat kebutuhan-kebutuhan tersebut sifatnya terbatas dan sulit memperolehnya apabila dilaksanakan secara individu, maka untuk mewujudkan keinginannya tersebut manusia melakukan kerjasama.

Sekelompok orang yang berkeinginan mencapai tujuan akan tetapi proses kegiatannya tidak didasarkan atas kerjasama yang teratur, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai administrasi. Begitu pula sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan, akan tetapi sekelompok orang tersebut dalam pembagian tugas dan tujuan yang akan dicapai serta cara untuk mencapai tujuannya tidak tersusun dengan sistematis, hal ini pun tidak dapat dikatakan sebagai administrasi. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang dapat disebut sebagai administrasi, sedangkan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai administrasi adalah kerjasama yang diorganisasikan.

Pengertian administrasi dikemukakan oleh Robbins dalam Sugandha (1995:6) yang mengatakan bahwa "Administrasi adalah proses universal yang berupa menyelesaikan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna bersama dan melalui orang lain". Pengertian tersebut secara umum menggambarkan bahwa administrasi merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama agar mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Lain halnya dengan pengertian administrasi oleh Simon dalam Sugandha (1995:7) yang mengatakan bahwa "Dalam pengertian yang paling umum administrasi didefinisikan sebagai kegiatan kelompok-kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan". Sederhana memang pengertian administrasi di atas, apabila dimaknai lebih dalam bahwa pencapaian suatu tujuan hanya dapat dilaksanakan melalui kerjasama saja, akan tetapi dibutuhkan keseimbangan dan dukungan dari semua aspek dan unsur dalam usahanya mencapai tujuan bersama.
Berdasarkan pengertian administrasi di atas, akan ditemukan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih, adanya kegiatan yang akan dilakukan, adanya kepentingan yang sama dan adanya tujuan yang akan dicapainya. Silalahi (1989:12) menguraikan beberapa ciri pokok dari administrasi, yaitu :

1. Adanya sekelompok orang, artinya kegiatan adminsitrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.

2. Adanya kerjasama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih saling bekerjasama.

3. Adanya pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerjasama, melainkan kerjasama tersebut haru didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.

4. Adanya kegiatan yang runtut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.

5. Adanya tujuan, artinya sesuatu yang dinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama.

Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang secara bersama-sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Ilmu yang mempelajari fenomena kerjasama antara manusia yang bersifat kooperatif dan terorganisasi untuk tercapainya suatu tujuan dinamakan ilmu administrasi, sedangkan fenomena kerjasama yang dilakukan oleh manusia yang bersifat publik menjadi kajian ilmu admnistrasi publik (public administrastion).
Kata "public" setidaknya memiliki dua arti dalam Bahasa Indonesia, bisa berarti masyarakat atau umum seperti dalam frase public relation (hubungan masyarakat), public health (kesehatan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public transportation (transportasi umum). Public juga bisa berarti negara atau pemerintah seperti terkandung dalam frase public finance (keuangan negara), public building (gedung pemerintah), dan seterusnya. Namun dalam konteks apapun pengertian publik dipakai, pada dasarnya publik adalah kata yang mewakili sebuah obyek yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak di suatu negara, begitupun dalam administrasi publik.

Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu negara. Oleh karena itu Kasim (1994:8) menyatakan :

Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula terhadap implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan politik.
Pemahaman di atas, memperlihatkan bahwa administrasi publik berdampak pada tingkat perumusan kebijakan, juga terdapat implementasi kebijakan karena administrasi publik memiliki tujuan program yang ditentukan oleh para perumus kebijakan negara.

Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara (public policy implementation). Pemerintah telah menjadi wadah perumusan kebijakan negara dan penentu utama ke mana negara itu akan dituju. Menurut Gordon dan Henry dalam Lontoh (1988:6) menyatakan bahwa:
Administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan peradilan.
Pendapat tersebut menganggap bahwa administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Selanjutnya produk keputusan yang dihasilkan dijadikan sebagai produk administrasi publik yang harus dijalankan oleh lembaga​lembaga negara sebagai kebijakan negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pendapat Gordon dalam Kasim (1994:12) menyatakan pemahaman mengenai peran administrasi publik sebagai berikut :

Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan (policy analysis and fortnulation), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (policy. implementation) serta pengawasan melekat dan penilaian hasil kebijakan tersebut (policy evaluation).
Administrasi publik pada dasarnya tercemin dari tindakan individu sesuai dengan peranan dan jabatan yang diimplementasikan melalui peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan peradilan yang berlaku pada suatu negara yang mengeluarkan peraturan dan perundangan tersebut. Pada hakekatnya administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijkan publik untuk dijadikan landasan dalam melakukan dan memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai implementasi kebijakan publik. Sebagaimana pendapat White dalam Handayaningrat (1995:2) menyatakan bahwa "Administrasi publik terdiri .atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara".

Pemahaman diatas, tampak bahwa administrasi publik mencakup kegiatan negara untuk mencapai kebijakan negara secara keseluruhan. Pendekatan administrasi publik sebagaimana diuraikan di atas sangat berhubungan dengan aparatur pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wallah (1997:41) yang menyebutkan bahwa :

Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (public bureaucrats) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan umum (public good).
Penyelenggaraan berbagai kegiatan di atas, pada dasarnya merupakan kegiatan adminstrasi publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Adanya kesejajaran fungsi antara politik dan adminstrasi dalam praktek kenegaraan menjadikan politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi, sebagaimana dinyatakan Goodnow dalam Islamy (1994:3) bahwa :

Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda (two distinct functions of government), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitanya dengan pembuatan kebijakan atau perumusan pernyataan keinginan negara (has to do with policies or expressions of the state will), sedangkan fungsi adminstrasi adalah yang berkenan dengan pelaksanaan kebijkan​kebijakan tersebut (has to do with the execution of the policies).
Konteks di atas, secara praktis menyatakan bahwa tugas birokrasi pemerintah Indonesia merupakan sebagian raja dari fungsi adminstrasi publik, karena lebih banyak sebagai pelaksana (the execution or implementation) atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan-badan politik melalui mekanisme dan proses politik. Dalam konteks perumusan kebijakan, maka peran administrasi publik sebagaimana dikemukakan Presthus dalam Kristiadi (1994:24) bahwa "Adminstrasi publik menyangkut implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan‑badan perwakilan politik".

Pernyataan Presthus di atas, mengindikasikan bahwa administarsi bukan sekedar melaksanakan kebijakan negara (public policy) melainkan juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan negara dan penentuan tujuan serta cara-cara pencapaian tujuan negara tersebut. Dalam konteks ini, maka administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan badan-badan eksekutif melainkan pula seluruh lembaga-lembaga negara dan gabungan antar lembaga tersebut satu lama lainnya. Dengan demikian, perumusan kebijakan negara (public policy) yang semula merupakan fungsi politik telah menjadi fungsi adminstrasi publik.
Uraian di atas, menunjukkan bahwa adminstrasi publik yang dalam tingkat operasional dilakukan oleh birokrasi pemerintah memiliki peranan yang lebih besar karena banyak terlibat tidak hanya dalam tingkat implementasi kebijakan (policy implementation), tetapi terlibat pula dalam tingkat perumusan kebijakan (policy formulation) dan evaluasi kebijakan (public policy evaluation).

Administrasi publik dalam pelaksanaannya mencakup kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kebijakan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh White dalam Silalahi (1989:17) yang menyebutkan bahwa "Administrasi publik terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan kebijakan". Pengertian tersebut mengandung arti bahwa administrasi publik merupakan semua kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama dengan melaksanakan kebijakan publik. Pandangan yang sama dikemukakan pula oleh Piftner dan Presthus dalam Silalahi (1989:18) yang menyebutkan bahwa "Administrasi publik kiranya dapat dirumuskan sebagai sarana koordinasi dari individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan kebijakan negara".

Uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara adminstrasi publik dan kebijakan negara. Saat ini para ahli administrasi publik tidak hanya secara tradisional mengartikan "public administration" semata-mata hanya bersifat keiembagaan seperti halnya negara, tetapi telah meluas dalam criteria hubungan antara lembaga dalam arti negara dengan kepentingan publik (public interest).
Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa adminstrasi publik dan kebijakan negara (kebijakan publik) masing-masing memiliki peran sendiri, tetapi satu sama lain sangat berkaitan erat dengan masalah-masalah kenegaraan.
2.2.2 Lingkup Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya Baling dipertukarkan dengan istilah–istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang​undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan. Bagi pembuat kebijakan (policy maker) istilah itu tidaklah menimbulkan masalah apapun karma mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan, istilah tersebut mungkin akan membingungkan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan kebijakan sebagai "pedoman untuk bertindak". Pedoman itu boleh jadi sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, bersifat luas atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Wahab (2001: 2) menjelaskan bahwa "Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas​aktivitas tertentu atau suatu rencana".
Pengertian tersebut menggambarkan bahwa kebijakan merupakan suatu dasar pedoman bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan program tertentu yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan pengertian kebijakan menurut Friedrich dalam Wahab (2001:3) dikemukakan bahwa :
Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan​hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa suatu kebijakan dibuat merupakan tindakan pemerintah yang merupakan input dari individu maupun kelompok atas dasar kondisi tertentu yang menjadi hambatan serta penerapan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Mempelajari kebijakan pemerintah (publik) seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari "public policy" dalam Bahasa Inggris. Sebagian sarjana di Indonesia menerjemahkan "public policy" dengan istilah kebijaksanaan negara. Menurut Islamy (1998:13) dinyatakan bahwa "Pengertian kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sedangkan kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang memerlukan kearifan seseorang". Dengan mengikuti pendapat Islamy ini maka istilah kebijakan lebih bersifat yuridis formal sedangkan istilah kebijaksanaan cenderung bersifat pribadi. Selain itu, makna kebijaksanaan sendiri dianggap sudah ada dan terkandung dalam istilah kebijakan.

Terminologi tentang kebijakan publik (public policy) itu sendiri menurut Wahab (1997:2) dinyatakan bahwa :

Kebijakan publik menggunakan istilah yang berbeda-beda, karena memang ada yang menggunakan terminologi public policy dengan istilah kebijakan publik dan ada pula yang menggunakan istilah kebijaksanaan publik".
Berdasarkan terminologi tersebut, para ahli lebih banyak yang menggunakan istilah kebijakan publik. Istilah kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitikberatkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan. Walaupun mengandung makna yang berbeda antara istilah kebijakan publik dan kebijaksanaan publik, akan tetapi pada hakekatnya kedua istilah tersebut terkait dengan hasil rumusan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara sebagai hasil rumusan dari berbagai aspirasi yang diambil dari berbagai kelompok kepentingan di masyarakat.
Kebijakan publik didefinisikan secara beragam oleh para ahli, literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye memberikan definisi kebijakan secara luas, sebagaimana yang dikemukakan Dye dalam Wahab (2001:4) menyatakan bahwa "Kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah". Menurut pengertian
· Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuatdan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

· Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.

· Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

· Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

· Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang ak`tor. Kebijakan publik berisi sebuahn pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kebijakan publik dapat dipandang sebagai sebuah proses. Secara sederhana proses tersebut merupakan sebuah siklus yang dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Dari tahapan-tahapan tersebut, tahap implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting dari suatu proses kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Udoji yang dikutip Wahab dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:27) yang mengemukakan :
Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan​kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Meskipun implementasi kebijakan itu penting, namun baru beberapa dasa warsa terakhir saja para ahli social menaruh perhatian terhadap masalah implementasi dalam proses kebijakan. Sebagai akibat kurang adanya perhatian pada implementasi kebijakan adalah adanya semacam "mata rantai yang hilang" antara tahap perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, sebagian besar pemerintah di dunia ini baru mampu untuk mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan yang diinginkan.

Mencermati proses implementasi kebijakan, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa konsep tentang implementasi kebijakan. Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip Wahab dalam Putra (2001:81) dikatakan bahwa :

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).
Berdasarkan konsep di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan semua keputusan atau kebijakan yang telah diberlakukan oleh negara. Selanjunya Anderson dalam Putra (2001:165) menjelaskan bahwa :

Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan pengoperasian program yang mempunyai tiga pilar kegiatan antara lain : (1) Organisasi, yaitu penataan sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program tersebut dapat berjalan. (2) Interprestasi, yakni penafsiran program agar menjadi rencana yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan. (3) Penerapan, yaitu pelayanan sesuai dengan tujuan.
Implementasi kebijakan publik pada dasarnya melibatkan berbagai pihak meskipun dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda, bahkan sering terjadi pertentangan kepentingan antar lembaga atau pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut diperlukan berbagai kriteria yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Menurut Edward III dalam Putra (2001:9) menyebutkan bahwa :
Terdapat empat kriteria yang menentukan suksesnya implementasi kebijakan publik, yaitu : Communication (Komunikasi), Resources (Sumber daya), Dispotions or attitudes (Sikap) dan Buereaucratic structure (Struktur birokrasi).
Berdasarkan pendapat di atas, agar implementasi kebijakan publik dapat berjalan maka diperlukan kriteria-kriteria yang dalam penerapannya dapat berjalan secara simultan, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi.

Implementasi kebijakan apabila di lihat dalam artian yang luas merupakan suatu proses administrasi, karena berbagai fasilitas dan kepentingan di dalammya terlibat dalam implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) membatasi pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Perlu digarisbawahi bahwa suatu tahap implementasi kebijakan tidak akan dapat dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi terlebih dahulu melalui keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan baru dapat dilaksanakan setelah kebijakan ditetapkan dan tersedianya anggaran untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.
Lineberry dalam Putra (2001 : 81) menyatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

(1) Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; (2) Penjabaran tujuan keberhasilan aturan pelaksanaan (Standar Operating Procedurres/SOP); (3) Koordinasi sebagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; (4) Pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/badan pelaksana; (5) Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan uraian diatas, bahwa suatu implementasi kebijakan dapat terlaksana apabila telah ditetapkannya kebijakan dan tersedianya elemen-elemen atau aspek yang berpengaruh pada proses pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya, seringkali terjadi kemungkinan adanya perbedaan antara tujuan kebijakan yang dibuat dengan hasil implementasi kebijakan tersebut. Gejala perbedaan inilah yang disebut sebagai implementation gap, sebagaimana dikemukakan oleh Dunsire yang dikutip Wahab dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:27) sebagai berikut :

Implementation gap, yaitu suatu keadaan dimana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil implementasi kebijakan).
Besar kecilnya perbedaan tersebut, akan sangat tergantung pada implementation capacity dari organisasi yang dipercaya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Wahab dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:28) mengatakan bahwa "Implementation capacity ini adalah kemampuan suatu organisasilaktor untuk melaksanakan (mengimplementasikan) kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai". Namun dalam kenyataannya, implementasi kebijakan publik itu mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Hogwood dan Gunn dalam Sutopo dan Sugiyanto (2001:28) mengelompokkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut dalam dua kategori yaitu "Non implementation (tidak dapat diimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang kurang berhasil)". Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan diantaranya kebijakan yang dibuat kurang balk dan tidak terbuka kepada masyarakat ataupun pelaksanaan kebijakan itu sendiri yang tidak sesuai dengan target dan rencana yang diharapkan.
Dapat dikatakan bahwa dampak suatu kebijakan yang terjadi pada masyarakat (kelompok sasaran) bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik akan berhasil jika implementasi kebijakan publik itu telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, namun pada kenyataannya kebijakan publik itu sendiri bersifat kompleks dan pelaksanaannya sangat tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Secara umum, fungsi implementasi kebijakan adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut yang berupa basil kebijakan. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang diharapkan dapat merealisasikan tujuan kebijakan tersebut dengan cara menerjemahkan tujuan kebijakan yang luas dan kompleks ke dalam program-program kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan.
2.2.3 Lingkup Administrasi Kepegawaian
Instansi Pemerintah merupakan suatu organisasi. Dalam pengertiannya organisasi sebagai suatu wadah maka pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya dari pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa manusia sebagai pegawai sangat menentukan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses interaksi atau kerjasama tidak akan terwujud, alat-alat akan tidak berarti dan waktu akan terbuang begitu saja apabila manusia sebagai pegawai tersebut tidak bisa melakukan kegiatan organisasi dengan baik. Pegawai adalah orang yang menggerakkan dan menggiatkan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pegawai inilah sebenarnya yang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. 

Istilah administrasi kepegawaian (personnel administration)  di Indonesia dipergunakan dalam bidang pemerintahan, sedangkan dalam bidang swasta atau bisnis masalah kepegawaian lebih dikenal dengan manajemen kepegawaian (personnel management). Administrasi kepegawaian pada instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Kegiatan administrasi kepegawaian ialah mengelola tenaga kerja atau pegawai itu sendiri dengan dimulai dari saat penerimaan, penempatan, pengembangan dan pemberhentian pegawai dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih jelas akan diuraikan pengertian administrasi kepegawaian menurut para ahli sebagai berikut :
Menurut Westra et al. (1977:247) bahwa :

Administrasi Kepegawaian adalah segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah pokoknya terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan, pemberian balas jasa dan pemberhentian.

Kegiatan administrasi kepegawaian dimaksud ialah mengelola tenaga kerja atau pegawai itu sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Abdulrahman dalam Moekijat (1983:15) memberikan bahwa :

Administrasi Kepegawaian Negara (Public Personnel Administration) adalah salah satu cabang dari Administrasi Negara yang bersangkutan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai negara.

Pendapat Administrasi Kepegawaian Negara di atas adalah bahwa administrasi kepegawaian merupakan bahasan dari administrasi negara. Nigro yang dikutip Moekijat (1985:13) mengemukakan sebagai berikut :

Personal Administration is the art of selecting new employees and making use of old ones in such manner that the maximum quality and quantity of otuput and service are obtained from the working force. (Administrasi kepegawaian adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama (pegawai-pegawai yang sudah ada) sedemikian rupa, sehingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah hasil dan pelayanan yang maksimum).

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa administrasi kepegawaian di dalamnya menjelaskan tentang persoalan tenaga kerja dari mulai bagaimana menerima pegawai sampai pegawai mendapatkan pensiun. Thoha (1987:19) menyimpulkan bahwa ruang lingkup adminstrasi kepegawaian meliputi :
a. Kegiatan pengadaan dan seleksi tenaga kerja/pegawai. Dalam kegiatan ini akan diketahui segenap rangkaian mengenai pengadaan, pengangkatan, seleksi, ujian calon-calon atau pelamar menjadi calon pegawai.

b. Kegiatan penempatan dan penunjukan. Di sini akan diketahui segenap rangkaian penempatan calon pegawai pada jabatan atau fungsi tertentu yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan pengembangan. Kegiatan ini meliputi segenap proses latihan (training) baik latihan sebelum menduduki jabatan ataupun latihan setelah menduduki jabatan. Latihan ini pada intinya hendaknya dikaitkan dengan promosi bagi pegawai-pegawai yang bersangkutan.

d. Kegiatan pemberhentian. Dalam kegiatan ini akan dapat diketahui segenap proses pemberhentian tenaga kerja/pegawai, baik pemberhentian sebelum masanya maupun setelah sampai saatnya berhenti (pensiun).

Apabila diperhatikan pendapat-pendapat di atas, administrai kepegawaian mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam usaha mendapatkan sumber-sumber tenaga kerja atau pegawai yang cakap untuk menjalankan gerak dan lajunya organisasi sehingga diharapkan tujuan pokok dari organisasi yang bersangkutan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Administrasi kepegawaian sebagai suatu kecapakan atau seni dari perolehan, pengembangan dan pemeliharaan pegawai yang kompeten sedemikan rupa untuk melaksanakan fungsi-fungsi serta tujuan organisasi dengan seefisien dan seekonomis mungkin, dengan demikian administrasi kepegawaian pada dasarnya merupakan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman dalam mengelola pegawai agar dapat berfungsi dengan baik sehingga menunjang pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dari uaraian terdahulu mengenai batasan adminstrasi kepegawaian dapat disimpulkan bahwa adminstrasi kepegawaian pada dasarnya merupakan orptimalisasi atau pemanfaatan pegawai dalam suatu organisasi dengan melaksanakan prinsip-prinsip kepegawaian secara baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan administrasi kepegawaian perlu melaksanakan prinsip kepegawaian dengan baik, maka jelas bahwa bagian kepegawaian merupakan sesuatu yang mutlak harus ada untuk menjamin terwujudnya tujuan organisasi yang pada dasarnya adalah merupakan bagian yang dapat melaksanakan proses pengelolaan di bidang kepegawaian seperti telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Dari uraian mengenai pengertian administrasi kepegawaian, maka jelaslah bahwa dalam pengelolaan kepegawaian mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan penempatan pegawai. Kepegawaian merupakan alat untuk menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Fungsi atau kegiatan yang pertama dalam administrasi kepegawaian adalah mendapatkan orang-orang untuk mengisi organisasi. Dalam organisasi yang besar fungsi mendapatkan orang-orang itu pada umumnya diserahkan kepada para ahli atau konsultan. Metode yang lazim dipergunakan untuk menentukan jenis atau kualitas tenaga kerja yang diperlukan disebut analisis jabatan. Analisis jabatan itu sangat penting dalam administrasi kepegawaian karena dapat memberikan informasi yang tepat, lengkap dan dapat dipercaya tentang karakteristik pekerjaan dalam suatu organisasi. Untuk memperjelas gambaran di atas, akan dikemukakan beberapa definisi analisis jabatan yang dikemukakan oleh para ahli.
Moekijat (1992:37) mengemukakan sebagai berikut :

Analisis Jabatan (Job Analysis) adalah suatu kegaitan yang mempelajari, mengumpulkan, dan mencatat informasi-informasi atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.

Siagian (1995:75) mengemukakan “analisis pekerjaan atau jabatan adalah usaha yang sistematis dalam mengumpulkan, menilai dan mengoperasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi”. Syarif (1995:44) menyatakan bahwa “Analisis jabatan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang suatu jabatan”. Kemudian Hasibuan (1999:29) mengemukakan bahwa “Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai”. Lebih rinci lagi menurut Marwansyah dan Mukaram (2000:23) mengemukakan bahwa :
Analisis Jabatan (Job Analysis) adalah :

· Proses pengumpulan informasi tentang jabatan/pekerjaan tertentu dan penentuan unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

· Proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu di dalam sebuah organisasi.

· Prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasi (1) tugas-tugas yang diperlukan dalam suatu jabatan dan (2) kondisi lingkungan (fisik dan sosial) tempat tugas-tugas ini dijalankan.

Pendapat-pendapat tersebut di atas menyatakan bahwa untuk mewujudkan pegawai yang sesuai dengan tuntutan organsiasi, maka analisis jabatan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan sedini mungkin. Sebagaimana dikemukakan Munthe (1993:1) bahwa :

Kegiatan analisis jabatan memberikan informasi tentang uraian jabatan (job description) dan analisis lebih lanjut dari uraian jabatan akan didapat berbagai pedoman antara lain: (1) pedoman untuk mencari pegawai, seleksi dan penempatan pegawai, (2) pedoman penilaian prestasi kerja, (3) pedoman penggolongan jabatan, (4) pedoman mutasi dan promosi, (5) pedoman program latihan pegawai, (6) pedoman perencanaan pegawai dalan lain-lain.

Moekijat (1992:30) menyatakan bahwa : 

Analisis jabatan dapat memberikan informasi tentang dua hal : pertama informasi tentang deskripsi jabatan (job description) yang merupakan penjelasan tentang suatu jabatan, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang dan sebagainya; kedua informasi tentang syarat-syarat jabatan yang diperlukan untuk menduduki suatu jabatan (job specification). 

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesimpangsiuran antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lainnya. Dengan demikian jelas bahwa analisis jabatan menghasilkan gambaran jabatan dan persyaratan jabatan, yaitu suatu informasi yang abstrak yang diperoleh dari laporan analisa jabatan. Gambaran jabatan itu menggambarkan : (1) apa yang dilakukan, (2) tanggung jawab, (3) kecakapan atau latihan/pendidikan yang diperlukan, (4) kondisi-kondisi, dibawah mana jabatan itu dilakukan, dan (5) macam atau kualitas orang yang diperlukan untuk jabatan itu.

Menurut Siswanto (2003:37) dari data-data yang telah disusun job description maka disusun job spesification yang berisikan spesifikasi kualifikasi pegawai yang diperlukan antara lain mengenai : 

1) tingkat dan jenis pendidikan,

2) jenis dan lama pengalaman dalam bidang tersebut, 

3) jenis latihan yang pernah diikuti, 

4) jenis keterampilan fisik yang dituntut, 

5) keterampilan komunikasi, 

6) kemampuan inisiatif, 

7) rasa tanggung jawab, 

8) karakteristik emosional, 

9) persyaratan inderawi: penglihatan, pendengaran, penciuman dan sebagainya. 

Dari uraian di atas, menunjukan betapa pentingnya analisis jabatan sebagai standar pegawai yang berguna untuk pencarian calon pegawai, penempatan, pemindahan dan kenaikan jabatan. Sejalan dengan pendapat Moekijat (1992:115) bahwa: “Analisis jabatan banyak dipergunakan sebagai dasar untuk pencarian calon pegawai (recruitment), penempatan (placement), pemindahan, dan kenaikan jabatan”.

Menganalisis suatu jabatan Moekijat (1992:115), terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan :

1. Analisis jabatan harus memberikan semua fakta yang penting yang ada hubungannya dengan jabatan-jabatan.

2. Analisa jabatan tunggal harus dapat memberikan yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan.

3. Analisa jabatan harus sering ditinjau kembali dan apabila diperlukan dengan demikian analisa jabatan dapat merupakan suatu program yang terus-menerus.

4. Analisa jabatan harus dapat menunjukan unsur-unsur jabatan mana yang paling penting diantara beberapa unsur jabatan dalam tiap jabatan.

5. Analisa jabatan harus dapat memberikan informasi yang teliti dan dapat dipercaya.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas maka analisis jabatan merupakan salah satu faktor yang patut diperhatikan dalam penempatan pegawai, karena analisis jabatan merupakan profil untuk mendapatkan orang-orang yang dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya dan sesuai pula dengan tuntutan organisasi.
2.2.4 Lingkup Penempatan Pegawai

Kegiatan penempatan pegawai dalam fungsi kepegawaian, dimulai setelah organisasi melaksanakan kegiatan penarikan dan seleksi, yaitu pada saat seorang calon pegawai dinyatakan diterima dan siap untuk ditempatkan pada jabatan atau unit kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Namun ternyata permasalahannya tidak sesederhana itu karena justru keberhasilan dari keseluruhan program pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam menempatkan pegawai yang bersangkutan. Kenyataan menunujukkan bahwa jarang terjadi seorang pegawai secara langsung dapat ditempatkan pada jabatan yang tepat. Oleh karena itu program penempatan pegawai ini bukanlah bersifat final melainkan harus tetap terbuka kesempatan untuk pemindahannya. Oleh karena itu penempatan pegawai bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang baru masuk menjadi pegawai baru tetapi juga untuk pegawai lama dalam posisi dan jabatan baru, karena adanya program mutasi. Akibat dari kesalahan dalam penempatan tersebut menurut Siswanto (2003:39) dapat mengakibatkan :

1. Meningkatnya absensi

2. Timbulnya konflik

3. Meningkatnya kecelakaan kerja

4. Meningkatnya labour turn over
5. Menurunnya semangat kerja

Oleh karena itu penting bagi suatu organisasi untuk mengadakan analisis jabatan, untuk menghindari kesalahan dalam menempatkan pegawai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pengertian penempatan pegawai menurut Siswanto (2003:88) mengemukakan bahwa :

Penempatan tenaga kerja adalah suatu proses pemberian tugas dan pekerjaan tenaga kerja yang lulus dalam seleksi untuk dilaksanakan secara kontinuitas dengan wewenang dan tanggung jawab sebesar porsi dan komposisi yang ditetapkan serta mampu mempertanggung-jawabkan segala resiko dan kemungkinan yang terjadi atas fungsi dan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab tertentu.

Penempatan pegawai menurut Mamoria dalam Wiyato (1989:32) mengemukakan bahwa : 
Placement is concerned with the task of placing an employees on job which he is the best fitted, keeping in view of the job requirements, his qualification and personality needs.(Penempatan berkaitan dengan tugas menempatkan karyawan pada pekerjaan terbaik yang cocok untuknya, dengan tetap mengingat persyaratan kerja, jenjang pendidikan dan keperluan pribadinya).
Werther & Davis (1996:261) mendefiniskan penempatan sebagai berikut :

Placement is the assignment of an employee to a new or different job. It includes the initial assignment of new employee and the promotion, transfer, or demotion of present employee. Similar to new comers, present employees must be internally recruited, selected, and oriented before they can be placed in different positions. (Penempatan adalah tugas dari seorang karyawan ke pekerjaan yang baru atau berbeda. Termasuk penugasan awal dari karyawan baru dan promosi, mutasi atau penurunan jabatan karyawan. Hal ini sama dengan karyawan baru. Karyawan harus secara internal direkrut dan terpilih serta dapat berorientasi sebelum mereka menempati di posisi yang berbeda).
Penempatan pegawai ini merupakan usaha menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan dengan jalan menempatkan pegawai pada suatu tempat atau jabatan yang paling sesuai. Dengan penempatan pegawai yang tepat akan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan yang bersangkutan. Cascio (1982:252) dikatakan bahwa, “Dalam penempatan pegawai ini, keputusan yang paling mendasar adalah bagaimana agar pegawai memperoleh kepuasan dalam pekerjaannya”. Begitu juga menurut Sedarmayanti (2001:16) bahwa : “Penempatan pegawai harus sesuai dengan keinginan dan keterampilannya, sehingga gairah kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik, serta efektif dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi”.
Pelaksanaan penempatan pegawai yang tepat akan tercipta manakala kemampuan bekerja dari pegawai sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Standar yang dibutuhkan pada umumnya dilihat dari pendidikan, kecakapan, kemampuan, minat, latar belakang kepribadian seseorang dengan pekerjaan yang akan dibebankannya. Seperti pendapat Nawawi (1990:121-125) adalah :

Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai adalah : (a) keterampilan, (b) pengalaman kerja, (c) sifat kepribadian dan intelegensia, (d) umur, (e) jenis kelamin, (f) jenis dan tingkat pendidikan personil, (g) kondisi kesehatan fisik dan psikhis.

Lembaga Adminstrasi Negara Republik Indonesia (LANRI) (1994:208) mengemukakan bahwa :

Daftar Urut Kepangkatan harus dijadikan pertimbangan dalam pengisian lowongan jabatan dan kepangkatan. Ukuran yang digunakan sebagai berikut : (1) pangkat, (2) jabatan, (3) masa kerja, (4) latiahan jabatan, (5) pendidikan, (6) usia.

Upaya pencocokan ini dilakukan dalam bentuk penempatan, baik terhadap pegawai baru maupun pegawai lama setelah melalui seleksi. Penempatan pegawai baru adalah berupa penugasan awal, sedangkan penempatan pegawai lama, bentuknya promosi, mutasi dan demosi.
2.2.5 Prosedur Penempatan Pegawai

Setiap kegiatan diperlukan adanya suatu tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan hal itu Komaruddin (1980:58) mengatakan bahwa: “Prosedur penempatan pegawai personalia pada dasarnya merupakan metode untuk menjamin informasi yang tepat mengenai pelamar”. Bilamana seorang pelamar memenuhi syarat dalam suatu tingkatan prosedur, ia dapat meneruskan pada langkah berikutnya. Oleh karena itu spesifikasi jabatan dan pelamar jabatan senantiasa berdampingan dalam setiap langkah prosedur penempatan personalia sehingga penguji dapat membandingkan pelamar itu dengan syarat-sayarat minimum dalam spesifikasi jabatan tersebut. 

Dalam kaitannya dengan prosedur penempatan personalia, maka Flippo mengatakan seperti yang dikutip oleh Komaruddin (1980:67-81) bahwa :

Untuk memulai prosedur penempatan personalia, kita harus memenuhi tiga buah persyaratan pendahuluan :

1. Harus ada wewenang untuk menempatkan personalia yang datang dan daftar permintaan personalia, yang dikembangkan melalui analisa beban kerja dan analisa tenaga kerja.

2. Kita harus mempunyai standar personalia yang digunakan untuk membandingkan calon pekerja, standar ini dikemukakan oleh spesifikasi jabatan yang dikembangkan melalui analisa jabatan.

3. Kita mesti mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk ditempatkan.

Memperhatikan prosedur penempatan tersebut dapat dilihat bahwa penempatan pegawai merupakan tindakan pengaturan seseorang untuk menempati suatu jabatan atau posisi tertentu yang terpadu antara apa yang dapat pegawai baru kerjakan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Dengan demikian pemberian tanggung jawab harus diberikan kepada orang yang benar-benar sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan yang telah ditentukan baik dilihat dari segi pendidikannya, pengalamannya dan lain-lain.
2.2.6  Faktor-Faktor Pertimbangan dalam Penempatan Pegawai

Sebelum menempatkan pegawai di tempat yang mana mereka harus bekerja, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor yang dipandang perlu, dalam kaitannya dengan penempatan pegawai. Siswanto (2003:89-94) mengatakan tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan pegawai adalah sebagai berikut :
1. Faktor Prestasi Akademis.

Prestasi akademis yang telah dicapai oleh tenaga kerja selama mengikuti jenjang pendidikan, sebelumnya harus mendapatkan pertimbangan dalam menempatkan di mana tenaga kerja bersangkutan harus melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta mengemban wewenang dan tanggung jawab. Tenaga Kerja yang mempunyai atau memiliki prestasi akademis yang tinggi harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang memerlukan wewenang dan tanggung jawab yang besar. Sedangkan bagi tenaga kerja yang mempunyai prestasi akademis yang rendah, maka ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang memerlukan wewenang dan tanggung jawab yang ringan.
2. Faktor Pengalaman.

Pengalaman kerja pada pekerjaan sejenis yang dialami sebelumnya perlu mendapatkan perhatian dalam rangka penempatan tenaga kerja tersebut. Pengalaman kerja menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah memiliki keahlian dan keterampilan yang relatif cukup. Pengalaman bekerja yang dimiliki oleh seseorang, kadang-kadang lebih dihargai dari pada tingkat pendidikan yang menjulang tinggi. Pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman bekerja adalah merupakan modal utama seseorang untuk terjun dalam suatu bidang garapan. Tenaga kerja berdasarkan pengalaman bisa langsung memegang suatu tugas dan pekerjaan, mereka hanya memerlukan latihan dan petunjuk relatif singkat.

3. Faktor Kesehatan Fisik dan Mental.

Manajemen sumber daya manusia haruslah mempertimbangkan juga dalam penempatan pegawai yaitu berdasarkan kesehatan fisik dan mental pegawai yang akan ditempatkan pada suatu bagian tersebut, karena tanpa pertimbangan, hal-hal yang bakal merugikan tak mustahil akan terjadi. Misalnya tenaga kerja yang kondisi fisik dan mentalnya rendah/lemah, sebaiknya ditempatkan pada bagian-bagian yang tak begitu memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya untuk dipekerjakan pada bagian yang berat, seharusnya dicarikan tenaga kerja yang kuat dan benar-benar sehat jasmani dan rohaninya.
4. Persyaratan Jabatan

Persyaratan jabatan perlu mendapatkan perhatian di dalam melaksanakan penempatan pegawai disamping pendidikan dan pelatihan apa saja yang pernah diikuti seorang pegawai. Persyaratan jabatan ini meliputi golongan, masa kerja dan kepangkatan.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa prestasi akademis, pengalaman, kesehatan fisik dan mental, persyaratan jabatan akan menentukan posisi seseorang dalam kaitannya dengan pekerjaan yang akan ditanganinya. Misalnya latar belakang pendidikan yang pernah dialami sebelumnya harus pula dijadikan pertimbangan, karena pendidikan dengan berbagai programnya mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesional individu. Dengan melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berfikir secara sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan di kemudian hari. Hal tersebut nantinya akan nampak pada kinerjanya, yang pada akhirnya akan menjamin produktivitas kerja yang semakin meningkat.

Begitu juga dengan pengalaman kerja merupakan modal artinya dalam menjalankan roda organisasi agar dapat lebih efisien dan efektif. Pengalaman yang telah dimiliki dapat digunakan sebagai alat yang ampuh untuk melaksanakan tugas, tetapi alangkah baiknya dibarengi dengan tambahan pendidikan dan pengetahuan agar dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang mungkin terjadi pada kehidupan modern ini.
2.2.7 Lingkup Kinerja Pegawai

Kinerja merupakan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas kerjanya di dalam organisasi/instansi secara optimal. Kinerja pegawai merupakan kemampuan dimana individu-individu atau kelompok/tim pegawai di dalam organisasi dapat melaksanakan kerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya. 

Mangkunegara (2001:67) mengemukakan bahwa yang disebut kinerja (prestasi kerja) adalah “hasil kerjanya secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Schermerhorn (1991:59) menyatakan “performance is formally defined as the quantity and quality of task accomplishment-individual group or organizational”. (Kinerja Secara Formal didefinisikan sebagai kuantitas dan kualitas tugas prestasi individu-kelompok atau organisasi). Jadi kinerja bukan hanya menyangkut kuantitas atau sejumlah hasil yang bisa dihitung, tetapi juga termasuk kualitas atau mutu pekerjaan.

Pengertian di atas, dapat terlihat bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Ini berarti suatu kinerja adalah gabungan dari tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat seseorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor di atas, maka semakin besarlah kinerja karyawan bersangkutan, dan untuk melihat bagaimana kinerja ini bisa dihitung, maka perlu dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja tersebut atau penilaian prestasi kerja atau performance appraisal. 

Kinerja Pegawai merupakan kemampuan individu-individu atau kelompok/tim pegawai di dalam organisasi dapat melaksanakan kerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya. Sentono (1999:2) menyatakan mengenai kinerja sebagai berikut :

Kinerja/performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika.

Gomes (1995:135) menyatakan bahwa “Penilaian terhadap kinerja mempunyai tujuan untuk me-reward kinerja sebelumnya (to reward past performance), dan untuk memotivasi demi perbaikan kinerja pada waktu yang akan datang (to motivate future performance improvement)”. Organisasi melaksanakan penilaian kinerjanya, maka suatu organisasi perlu membuat suatu sistem yang dapat mendukung proses internalisasi nilai dan sasaran organisasi tersebut, antara lain dengan membuat sistem penilian kinerja. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan, apakah karyawan telah menunjukkan perilaku atau prestasi seperti yang telah diinginkan perusahaan.

Faktor-faktor yang menjadi ukuran kinerja pegawai, sesuai dengan batasannya yang beragam dan memiliki keragaman sesuai dengan dimensi yang diinginkan atau dianggap relevan. Faktor-faktor yang dijadikan ukuran kinerja menurut pendapat Davis (1985:484) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation) yang dirumuskan sebagai berikut : 
Human performance
 (Kinerja Individu)        =
Ability (Kemampuan) + Motivation     

                                                     (Motivasi)
Motivation
(Motivasi)
=
Attitude (Perilaku) + Situation 

                                                     (Situasi)
Ability

(Kemampuan)                =
Knowledge (Pengetahuan) + Skill   

                                                     (Keterampilan)
Fungsi kinerja adalah sebagai suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, penerapan pengukuran kinerja pada suatu organisasi menjadi suatu keharusan. Menurut pendapat dari Stout dalam Rasul (2000:45) menyebutkan bahwa “pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan dalam produk, jasa ataupun suatu proses”. Maksudnya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi dimasa yang akan datang yang dinyatakan dengan pencapaian visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan akan kurang berarti apabila tidak ada kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Rasul (2000:16) dalam bukunya yang sama menyatakan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujunan yang telah ditetapkan. Dengan pengukuran kinerja, manajemen dapat melakukan komunikasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Komunikasi yang dimaksud bukan hanya komunikasi antara manjemen puncak dengan pihak-pihak yang dibawahnya, akan tetapi juga komunikasi horizontal antara organisasi dengan stakeholders-nya terutama konsumen. Selanjutnya Simons dalam Rasul dan Tim BPKP (2000:46) menyebutkan bahwa “Performance Measurment Systems membantu manajer dalam memonitor (tracking) implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan anatara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis”. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran, tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan.

Rasul menyatakan bahwa kerangka kerja pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Membangun kebijakan korporasi termasuk sasaran-sasaran umum

2. Menciptakan ukuran kinerja

3. Menciptakan sistem untuk pengumpulan dan melaporkan informasi

4. Menerapkan program pemantauan menciptakan dan menerapakan tanggapan tanggapan korporasi terhadap hasil kinerja.

Menyinggung tentang fungsi pengukuran kinerja G. E Bader et al dalam Rasul (2000:20) menyebutkan bahwa ”ada dua alasan dilakukannya pengukuran yaitu : untuk mengarahkan kemajuan dan meningkatkan efektivitas, membangun motivasi, dan memberi imbalan atau penghargaan atas prestasi”. Selanjutnya Waterhouse dalam Rasul (2000:24) dalam menyebutkan tentang manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :
Pengukuran Kinerja adalah untuk meningkatkan kegiatan manajemen. Alasannya adalah pengukuran kinerja menyediakan informasi yang penting bagi manajemen sehingga memungkinkan mereka untuk senantiasa memantau kegiatannya secara reguler pada beberapa tingkatan oganisasi. Pengukuran kinerja juga menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang stratejik pada saat melakukan evaluasi terhadap kebijakan, praktek manajemen dan metode. Selanjutnya, pengukuran kinerja juga menyediakan dasar penilaian terhadap staf dan dapat digunakan sebagai sistem pemberian penghargaan.

Kinerja merupakan masalah penting dalam kegiatan manajemen, karena ini dapat dijadikan umpan balik bagi para pengelola dan para pembuat keputusan mengukur kinerja pegawai dalam kaitan penelitian ini, yaitu mengukur kinerja anggota atau petugas dalam tim yang dipengaruhi oleh variabel penempatan pegawai. 

Hasibuan (1999:22) mengatakan bahwa “Dengan penempatan yang tepat, gairah kerja, mental kerja dan prestasi kerja atau kinerja pegawai akan mencapai hasil yang optimal bahkan kreativitas serta prakarsa karyawan dapat berkembang”. Mencermati pendapat di atas tersirat bahwa penempatan yang tepat merupakan motivasi dan kunci untuk memperoleh tingkat kinerja pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, pimpinan organisasi atau administrator-administrator kepegawaian agar dapat memperhatikan dan merealisasikan penempatan pegawai secara baik dan cermat, sesuai dengan analisis jabatan. Dengan tercapainya prinsip the right man in the right place and the right man behind the right job, itu akan menyebabkan para pegawai mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang dibebankannya. Dan dampak positif yang dapat dirasakan oleh organsiasi adalah meningkatnya kinerja pegawai yang dapat berpengaruh pula pada produktivitas organisasi.
Kinerja merupakan masalah penting dalam kegiatan manajerial, karena ini dapat dijadikan umpan balik bagi para pengelola dan para pembuat keputusan mengukur kinerja pegawai dalam kaitan penelitian ini, yaitu mengukur kinerja anggota atau petugas dalam tim yang dipengaruhi oleh variabel motivasi dan kemampuan kerja. Pendapat Mitchell dalam Sedarmayanti (2001:51) mengemukakan prinsip-prinsip kinerja pegawai adalah sebagai berikut :
1. Quality of Work (Kualitas Kerja)

2. Promptness (Ketepatan Waktu)

3. Initiative (Inisiatif)

4. Capability (Kemampuan)

5. Communication (Komunikasi)

Kinerja pegawai tersebut di atas dapat diasumsikan, bahwa prilaku pegawai dalam organisasi dalam masing-masing kedudukannya untuk dapat atau tidaknya melaksanakan beban pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya dalam suatu proses pekerjaan hingga menghasilkan keluaran (output) atau target tertentu secara tepat.
2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu kunci yang mendukung ke arah peningkatan kinerja pegawai adalah dengan melaksanakan penempatan kerja pegawai yang tepat. Sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2001:16) bahwa : “Penempatan pegawai harus sesuai dengan keinginan dan keterampilannya, sehingga gairah kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik, serta efektif dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi”.

Penempatan pegawai menurut Mamoria (1989:32) bahwa : 
“Placement is concerned with the task of placing an employee on job which he is the best fitted, keeping in view of the job requirements, his qualifications and personality needs”. (Penempatan berkaitan dengan tugas menempatkan karyawan pada pekerjaan terbaik yang cocok untuknya, dengan tetap mengingat persyaratan kerja, jenjang pendidikan dan keperluan pribadinya). 

Selanjutnya Werther & Davis (1996:261) mendefinisikan penempatan sebagai berikut :

“Placement is the assignment or reassignment of an employee to a new or different job. It includes the initial assignment of new employee and the promotion, transfer, or demotion of present employees. Similar to new comers, present employees must be internally recruited, selected, and oriented before they can be placed in different positions.”(Penempatan adalah tugas dari seorang karyawan ke pekerjaan yang baru atau berbeda. Termasuk penugasan awal dari karyawan baru dan promosi, mutasi atau penurunan jabatan karyawan. Hal ini sama dengan karyawan baru. Karyawan harus secara internal direkrut dan terpilih serta dapat berorientasi sebelum mereka menempati di posisi yang berbeda).
Penempatan pegawai adalah menerapkan atau menetapkan kembali pegawai pada pekerjaan baru atau pekerjaan yang berbeda termasuk di dalamnya memberikan penugasan ciri/identitas kepada pegawai baru dan promosi, mutasi atau demosi pegawai yang ada. Berbeda bagi pendatang baru, pegawai harus melalui rekruitmen internal, seleksi dan orientasi sebelum mereka dapat ditempatkan pada posisi yang berbeda.

Menurut Siswanto (2003:89) bahwa : 

Penempatan pegawai perlu mempertimbangkan faktor sebagai berikut: 
1. Prestasi akademis, ialah prestasi yang dicapai selama mengikuti pendidikan formal artinya latar belakang pendidikan yang pernah dialami pegawai yang bersangkutan. Misalnya Sarjana Ekonomi harus ditempatkan pada pekerjaan yang berhubungan dengan bidang ekonomi.
2. Pengalaman, pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis yang telah dialami sebelumnya, perlu mendapat perhatian, karena pengalaman bekerja merupakan modal utama seseorang untuk terjun dalam suatu bidang garapannya.
3. Kesehatan fisik dan mental, pengujian kesehatan fisik dan mental perlu mendapat pertimbangan, karena apabila terabaikan akan merugikan pada proses tercapainya tujuan organisasi.

4. Persyaratan jabatan yang meliputi golongan, masa kerja dan kepangkatan perlu mendapatkan perhatian didalam melaksanakan penempatan pegawai disamping pendidikan dan pelatihan apa saja yang pernah diikuti seorang pegawai.

Kesalahan penempatan akan dapat dirasakan akibatnya tidak saja pada unit kerja yang bersangkutan tetapi juga pada unit lainnya, sehingga dapat mengganggu operasional organisasi. Menghindari kesalahan penempatan pegawai maka dasar yang harus digunakan oleh suatu instansi adalah analisis jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan dan evaluasi jabatan. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup di Kota Banjar merupakan Dinas yang ada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan lingkungan hidup.
Kinerja menurut As’ad (1998:47) diartikan sebagai : “Kesuksesan seseorang (pegawai) di dalam melaksanakan suatu pekerjaan”. Kemudian Smith dalam Sedamaryanti (2001:52) menyatakan : “Performance is output drive from processes, human or otherwise”.(Kinerja adalah hasil dari suatu proses, SDM atau faktor eksternal lainnya). Sementara itu, Tracey dalam Prawirosentono (1999:24) mengemukakan bahwa kinerja itu sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menampilkan perilaku :

What the person will be given to use in doing the work (tools, equipement, work aids, references, materials) what we will be denied (tools, equipement, and the supervision will be provided, and the physical environment in which he must perform (climate, space, light, and the like). (Apa yang diperlukan oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan (peralatan, perlengkapan,kelengkapan kerja, referensi,bahan-bahan) apa yang akan ia tolak (perlatan, perlengkapan dan pengawasan) akan disediakan dan lingkungan dima ia harus bekerja (iklim, ruangan, pencahayaan dan minat).
Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka pengertian kinerja adalah merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau merupakan kontribusi yang diberikan pegawai terhadap organisasinya. Sedangkan Mangkunegara (2000:75) : “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Schermerhorn dalam Winardi (1979:72), mengemukakan faktor-faktor yang dijadikan ukuran kinerja adalah : “(1) Kapasitas Kerja (individual attributes), Kemauan yang dikerahkan (work effort), (3) Dukungan Organisasi (organization support)”. Kemudian Moon (1993:5) mengemukakan faktor-faktor yang menentukan kinerja yaitu antara lain : “(1) Skill; (2) Knowledge; (3) Resource; (4) Quality”. Beberapa pendapat tersebut di atas, untuk kepentingan penelitian ini, maka penulis untuk mengukur kinerja pegawai menurut Mangkunegara (2000:75) dapat diidentifikasikan ke dalam empat dimensi, yaitu : “(1) Kualitas; (2) Kuantitas; (3) Sikap dan (4) Kehandalan”. 

Keterkaitan antara penempatan pegawai dengan kinerja pegawai seperti dikemukakan Sedarmayanti (2001:31) bahwa : “dengan penempatan yang tepat, gairah kerja, mental kerja dan prestasi kerja atau kinerja pegawai akan mencapai hasil yang optimal bahkan kreativitas serta prakarsa karyawan dapat berkembang”.

Penempatan yang tepat merupakan motivasi dan kunci untuk memperoleh tingkat kinerja pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, pimpinan organisasi atau administrator-administrator kepegawaian agar dapat memperhatikan dan merealisasikan penempatan pegawai secara baik dan cermat, sesuai dengan analisis jabatan. Dengan tercapainya prinsip the right man in the right place and the right man behind the right job (orang yang tepat di tempat yang tepat dan orang yang tepat di belakang pekerjaan yang tepat), itu akan menyebabkan para pegawai mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang dibebankannya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan pada paradigma pemikiran penelitian di bawah ini : 


Gambar 2.1
Paradigma Kerangka Berpikir Penelitian
2.4 Hipotesis

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Penempatan pegawai besar pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup di Kota Banjar. 

2. Penempatan pegawai diukur melalui prestasi akademis, pengalaman kerja, kesehatan fisik dan mental dan persyaratan jabatan besar pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup di Kota Banjar.

Faktor 


Penempatan Pegawai


(Siswanto, 2003:89)


Prestasi akademis


Pengalaman kerja 


Kesehatan fisik dan mental 


Persyaratan jabatan 








Dimensi Kinerja Pegawai


(Mangkunegara, 2000 :75)


Kualitas 


Kuantitas 


Sikap


Kehandalan
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